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Abstract: The Role of DPRD in Planning for Community Participation (Study of Community
Participation in Development Planning Deliberations in Bengkalis District in 2018). This
research is motivated by the realization of institutional participation represented by the Regional
People's Representatives Council in the administration of the government. This is as mandated in
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that DPRDs and Regional
Heads are domiciled as administering elements of regional governments that are given the people's
mandate to carry out government affairs that are delegated to the regions. The purpose of this
study was to determine the role of the DPRD in community participation planning in the
Development Planning Connference in Bengkalis District in 2018. Data collection techniques in
this study used interviews and observation. The analysis used in this study is a qualitative
descriptive analysis consisting of data reduction (data reduction), data display (data presentation)
and verification (describe conclusions).
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Abstrak: Peran DPRD Dalam Perencanaan Partisipasi Masyarakat (Studi Partisipasi
Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Bengkalis Tahun
2018). Peneclitian ini dilatarbelakangi perwujudan partisipasi masyarakat secara kelembagaan
diwakili melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui
peran DPRD dalam perencanaan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Bengkalis Tahun 2018. Teknik Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari data reduction (reduksi data),
data display (penyajian data) dan verifikasi (menarik kesimpulan).

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, ciri-ciri perencanaan partisipastif

PENDAHULUAN

Implementasi reformasi dan otonomi
daerah sekarang ini, diharapkan mampu
memberikan kehidupan yang lebih baik bagi
bangsa Indonesia di berbagai sektor kehi-
dupan. Apalagi dengan adanya desentralisasi
kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk
mengelola maupun mengatur pemerintahan
di daerahnya masing-masing, masyarakat

juga di harapkan dapat berperan aktif dalam
pengelolaan daerahnya itu sendiri. Partisipasi
masyarakat memberikan kontribusi yang
besar terhadap laju pembangunan daerah dan
jalannya roda pemerintahan di daerah.
Representasi masyarakat secara ke-
lembagaan diwakili oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pe-
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merintahan. Hal ini sebagaimana yang di-
amanatkan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yang menyatakan bahwa DPRD dan Kepala
Daerah berkedudukan sebagai unsur penye-
lenggara pemerintah daerah yang diberi man-
dat rakyat untuk melaksanakan urusan peme-
rintahan yang diserahkan kepada daerah. De-
ngan demikian maka DPRD dan Kepala Da-
erah mempunyai kedudukan yang setara dan
bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja
yang setara tersebut tidak hanya terkandung
makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi
juga semestinya setara dalam hal tanggung-
jawab dan kapasitas dalam memastikan pro-
ses penyelenggaraan pemerintahan dan pem-
bangunan berjalan dengan baik.

Posisi DPRD dalam pemerintahan
daerah memegang tiga peranan penting yaitu
pembentukan perda (legislasi), anggaran dan
pengawasan. Fungsi legislasi adalah meran-
cang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang
mendukung terciptanya pelayanan publik
yang baik dan berstandar. Fungsi anggaran,
memastikan bahwa anggaran dialokasikan
dengan tepat sasaran, efesien jumlah maupun
waktunya. Fungsi pengawasan adalah memo-
nitor dan mengevaluasi pelaksanaan peratu-
ran daerah dan penggunaan anggaran.

Dalam melaksanakan fungsinya De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah menjaring
aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) yang dilaksanakan setiap
tahun dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan
sampai ke tingkat kabupaten. Musrenbang
adalah forum antarpemangku kepentingan
dalam rangka menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Ran-
cangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ang-
garan dan Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) setiap tahunnya. Pendekatan parti-
sipatif, bottom-up dan top-down planning ini
bagian penting dalam perencanaan pemba-
ngunan daerah dalam upaya mewujudkan
pembangunan yang transparan, responsif,
akuntabel, terukur dan berkeadilan.

Selain melalui forum Musrenbang,
penjaringan aspirasi masyarakat dapat juga
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dilakukan dengan masa reses yang dilaksa-
nakan tiga kali dalam satu tahun. Masa reses
merupakan masa dimana para anggota dewan
bekerja di luar masa sidang, menjumpai
konstituen di daerah pemilihannya (dapil)
masing-masing. Hal ini sesuai dengan Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae-
rah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(MD3) pasal 373, yang mengamanatkan ke-
wajiban anggota dewan untuk menyerap dan
menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala, menampung
dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
serta memberikan pertanggungjawaban seca-
ra moral dan politis kepada konstituen di da-
erah pemilihannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam melaksanakan fungsi dan perannya
sebagai wakil rakyat dalam realitasnya be-
lum memberikan sumbangsih yang maksimal
terhadap kebutuhan masyarakat. Indikasi ini
dapat kita lihat pasang surutnya hubungan
antara eksekutif dan legislatif dalam penye-
lenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat
kondisi tersebut terjadi tarik ulur kepenti-
ngan dalam memutuskan kebijakan-kebija-
kan keberpihakan pada kebutuhan masyara-
kat. Berbagai harapan dari konstituen belum
dapat terpenuhi sehingga tingkat keperca-
yaan publik terhadap lembaga ini semakin
menurun.

Untuk tercapainya keberhasilan pem-
bangunan masyarakat maka segala program
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi
pembangunan harus melibatkan masyarakat,
karena merekalah yang mengetahui perma-
salahan dan kebutuhan dalam rangka mem-
bangun wilayahnya dan merekalah juga
nantinya yang akan memanfaatkan dan me-
nilai tentang berhasil atau tidaknya pemba-
ngunan di wilayah mereka.

Dalam membangun kehidupan berne-
gara dengan tingkat keragaman masyarakat
dan karakteristik geografis yang unik, peme-
rintah telah menyusun Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang terpadu, me-
nyeluruh, sistematik, yang tanggap terhadap
perkembangan jaman yang ditetapkan dalam
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Perencanaan Pembangunan Na-
sional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan
bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasil-
kan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelengga-
raan negara dan masyarakat di tingkat pusat
dan daerah.

Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan
pula bahwa tujuan SPPN adalah sebagai
berikut:

1. Mendukung kondisi antar pelaku
pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkro-
nisasi dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu antar fungsi
pemerintah maupun antar pusat dan
daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi
antar perencanaan, penganggaran, pe-
laksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
dan

5. Menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, ber-
keadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan

empat (4) tahap proses perencanaan pemba-

ngunan yakni:

1. Penyusunan Rencana
Tahap penyusunan rencana dilaksanakan
untuk menghasilkan rancangan lengkap
suatu rencana yang siap untuk ditetap-
kan yang terdiri dari empat langkah.
(1) Penyiapan rancangan rencana pem-
bangunan yang bersifat teknokratif, me-
nyeluruh dan terukur. (2) Masing-
masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpe-
doman pada rancangan rencana pemba-
ngunan yang telah disiapkan. (3) Meli-
batkan masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan rencana pembangunan
yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan melalui musyawarah pe-
rencanaan pembangunan. Diawali de-
ngan penyelenggaraan  musrenbang
tingkat desa, musrenbang tingkat keca-
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matan, musrenbang tingkat kabupaten.
(4) Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan, langkah ini berdasarkan
hasil musrenbang kabupaten.

2. Penetapan Rencana
Penetapan rencana menjadi produk hu-
kum sehingga mengikat semua pihak
untuk melaksanakannya.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pembangunan
Dimaksudkan untuk menjamin tercapai-
nya tujuan dan sasaran pembangunan
yang tertuang dalam rencana melalui
kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesu-
aian selama pelaksanaan rencana terse-
but oleh pimpinan lembaga/satuan kerja
perangkat daerah. Selanjutnya kepala
Bappeda menghimpun dan menganalisis
hasil pamantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing pim-
pinan lembaga/satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan tugas dan kewe-
nangannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Adalah bagian dari kegiatan perencana-
an pembangunan secara sistimatis me-
ngumpulkan dan menganalisis data dan
informasi untuk menilai pencapaian sa-
saran, tujuan dan kinerja pembangunan.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan
indikator dan sasaran kinerja yang ter-
cantum dalam dokumen rencana pem-
bangunan.

Dalam pelaksanaan  perencanaan
pembangunan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan di Kecamatan
Bengkalis tahun 2018 yang sudah berlang-
sung, ada indikasi bahwa pelibatan masya-
rakat dalam mengusulkan dan memutuskan
skala prioritas dari beberapa usulan kegiatan
belum berjalan sebagaimana mestinya, ma-
syarakat lebih banyak sebagai objek. Ada ke-
cenderungan bahwa usulan yang diajukan
dalam musrenbang kecamatan merupakan
rumusan elite desa/kelurahan, sehingga par-
tisipasi masyarakat yang sesungguhnya ma-
sih jauh dari harapan. Seharusnya masyara-
kat yang paling berperan penting untuk me-
mutuskan skala prioritas kegiatan karena
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masyarakatlah yang mengetahui permasala-
han yang dihadapi dan kebutuhan yang me-
reka kehendaki, sehingga partisipasi masya-
rakat dalam forum musrenbang tersebut
menjadi media yang penting untuk menga-
komodasi kepentingan mereka dalam proses
penyusunan rencana pembangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian
ini dapat dikatakan mengandung dua level
yang berbeda. Yang pertama berada di level
teoritik, sementara yang kedua lebih dekat
kepada problem emperik, sehingga dengan
demikian rumusan masalah dalam hal ini
dimaksudkan untuk menciptakan fokus per-
soalan agar kerangka pembahasan menjadi
lebih terarah.

Agar tidak membuat kajian menjadi
ambivalens atau tidak mempunyai hasil yang
jelas, maka dapat dirumuskan permasalahan
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di Kecama-
tan Bengkalis.

2. Bagaimana peran DPRD Kabupaten
Bengkalis memperjuangkankan aspirasi
masyarakat dalam perencanaan pemba-
ngunan di Kecamatan Bengkalis.

Setiap penelitian yang dilakukan ten-
tu mempunyai sasaran yang hendak dicapai
atau apa yang menjadi tujuan penelitian ten-
tunya jelas diketahui sebelumnya. Menurut
Arikunto (2004: 51) Tujuan penelitian adalah
rumusan kalimat yang menunjukkan adanya
sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mendeskripsikan dan menganalisa parti-
sipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di Kecamatan Bengkalis
tahun 2018.

2. Mendeskripsikan dan menganalisa peran
DPRD Kabupaten Bengkalis dalam
memperjuangkan aspirasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan perspek-
tif pendekatan Deskriptif kualitatif. Adapun
lokasi dari penelitian ini adalah Kecamatan
Bengkalis. Agar dapat mengumpulkan in-
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formasi dari obyek penelitian sesuai de-
ngan fenomena yang diamati, dilakukan pe-
milihan kepada unsur masyarakat secara
purposive sebagai informan. Pemilihan di-
dasarkan atas pertimbangan bahwa informan
memiliki pemahaman terhadap fenomena pe-
nelitian. Tambahan informasi diperoleh dari
informan lainnya yang ditentukan dengan
teknik snow ball sampling. Berikut ini
informan-informan yang menjadi sumber
data dalam penelitian ini:
1. Unsur Eksekutif (Pegawai Bappeda, Ke-
camatan dan Kelurahan)
2. Unsur Legislatif (Anggota DPRD Kab.
Bengkalis)
3. Unsur Pemerintah Desa (Aparatur Desa)
4. Perwakilan Masyarakat Desa.

Untuk pengumpulan data dalam pene-
litian dilakukan dengan Observasi dan wa-
wancara. Teknik analisis data yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah analisis des-
kriptif kualitatif. Analisa data ini dilakukan
setelah data-data yang diperoleh terkumpul.
Analisa data ini terdiri dari data reduction
(reduksi data), data display (penyajian data)
dan Verifikasi (menarik kesimpulan).

HASIL

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa di

Kecamatan Bengkalis

Pemerintah Desa dalam menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai de-
ngan kewenangannya tetap mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten seper-
ti yang tertuang dalam Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka-
bupaten Bengkalis 2016 - 2021 dan Rencana

Strategis (Renstra) yang disusun oleh orga-

nisasi perangkat daerah terutama program

pemerintah daerah yang berskala lokal desa.

Hasil musrenbang desa se-Kecamatan

Bengkalis berupa usulan kegiatan pemba-

ngunan dari masyarakat, dapat dikelompok-

kan menjadi 2 (dua) bagian :

1. Kegiatan prioritas pembangunan desa
yang sesuai dengan urusan penyeleng-
garaan pemerintahan desa. Usulan ini
dimasukkan dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) un-
tuk satu tahun perencanaan. Dokumen
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ini akan menjadi pedoman pemerintahan
desa dalam menyusun Anggaran Penda-
patan dan Belanja Desa (APBDesa).
Sumber pendapatan desa yang akan
membiayai APBDesa di Kabupaten
Bengkalis berasal dari Pendapatan Asli
Desa, Dana Desa (DD) yang ditransfer
langsung oleh pemerintah pusat, bagian
hasil pajak dan retribusi daerah kabu-
paten, Alokasi Dana Desa (ADD), Prog-
ram Percepatan Pembangunan Infra-
struktur Desa (PPPID), bantuan keua-
ngan, hibah dan lain-lain pendapatan
desa yang sah. Pendapatan inilah yang
akan digunakan untuk membiayai opera-
sional dan pembangunan desa.

2. Kegiatan prioritas pembangunan desa
yang akan diusulkan untuk dibahas pada
musrenbang tingkat kecamatan, dengan
sasaran sumber pembiayaannya berasal
dari APBD Kabupaten Bengkalis. Biasa-
nya kegiatan-kegiatan yang diusulkan
ini memerlukan alokasi anggaran yang
besar dan merupakan kewenangan kabu-
paten.

Sedangkan jika dilihat dari jenis usu-
lannnya dapat dikategorikan 3 (tiga) yaitu :

1. Pembangunan Desa yang meliputi infra-
struktur desa, Pengembangan dan pem-
bangunan usaha ekonomi produktif serta
pelestarian lingkungan hidup.

2. Pembinaan kemasyarakat yang meliputi
pembinaan kelembagaan, adat istiadat
serta seni dan budaya.

3. Pemberdayaan masyarakat seperti pelati-
han usaha ekonomi masyarakat, pendidi-
kan dan pelatihan aparatur desa serta pe-
ningkatan kapasitas kelompok masya-
rakat.

Pelaksanaan musrenbang desa se Ke-
camatan Bengkalis, kondisinya hampir sama,
baik dari tahapan, pola pembahasan dan pe-
serta yang yang diundang. Usulan yang men-
jadi prioritas adalah infrastruktur jalan, seko-
lah, listrik dan penyediaan air bersih. Yang
berbeda itu adalah jumlah kegiatan dan ang-
garan yang diusulkan.

517

Pelaksanaan

Bengkalis

Adapun tujuan dilaksanakan penye-
lenggaraan musrenbang Tingkat Kecamatan
Bengkalis adalah :

1. Membahas wusulan rencana kegiatan
pembangunan desa/kelurahan yang men-
jadi kegiatan prioritas pembangunan di
Kecamatan Bengkalis.

2. Merumuskan dan menyepakati program
dan kegiatan pembangunan di wilayah
Kecamatan Bengkalis yang akan dimu-
syawarahkan pada Musrenbang Kabu-
paten.

Dari hasil wawancara dengan bebe-
rapa informan, dapat disampaikan informasi
sebagai berikut :

1. Penjelasan informan, Kabid Ekonomi
Bappeda Kabupaten Bengkalis: Persoa-
lan selama ini terutama di tingkat keca-
matan adalah terbatasnya SDM peren-
cana. Hingga saat ini dari segi kualitas
maupun kuantitas masih rendah. Guna
meningkatkan kapasitas dan kompetensi
aparatur di kecamatan perlu diprogram-
kan pendidikan baik formal maupun
non formal termasuk pelatihan-pelati-
han, diklat, penjenjangan, penataran-pe-
nataran sesuai kemampuan dana yang
ada. Diakui sendiri oleh Camat Beng-
kalis bahwa pada prinsipnya kemampu-
an aparatur perencanaan baik ditingkat
desa maupun kecamatan masih sangat
terbatas sehingga perencanaan yang di-
hasilkan belum optimal sesuai dengan
kaidah-kaidah perencanaan. Dari gam-
baran di atas dapat diinterprestasikan
bahwa guna mewujudkan perencanaan
yang baik dibutuhkan kuantitas dan
kualitas aparatur perencana yang me-
madai dan sampai saat ini di Kecamatan
Bengkalis belum terpenuhi.

2. Terkait dengan mekanisme perencana-
an dari bawah disampaikan oleh Kabid
Ekonomi Bappeda Kabupaten Bengkalis
bahwa proses perencanaan yang dilak-
sanakan sekarang relatif baik, namun
mekanismenya perlu disempurnakan.
Dalam menentukan skala prioritas kegi-
atan sebaiknya ditentukan kriteria yang

Musrenbang Kecamatan



518

jelas dengan mempertimbangkan kebu-

tuhan ril masyarakat dan ketersediaan

anggaran.
Proses perencanaan pembangunan di Keca-
matan Bengkalis dilaksanakan sesuai de-
ngan aturan yang berlaku. Hal ini dapat da-
pat ketahui dari: (1) Semua tahapan proses
perencanaan dikuti dengan baik dan tepat
waktu; (2) Proses perencanaan pembangu-
nan melibatkan unsur masyarakat secara
keseluruhan; (3) Dalam mengambil keputu-
san melibatkan peserta musrenbang, dengan
berkoordinasi dengan pihak kecamatan ber-
dasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan
desa yang sudah masuk ke kecamatan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perenca-
naan Pembangunan

Berdasarkan pembahasan hasil wa-
wancara dengan informan, partisipasi ma-
syarakat dalam perencanaan pembangunan
di Kecamatan Bengkalis sangat baik dan
perlu dipertahankan. Hal ini ini bisa dinilai
dari keaktifan masyarakat mengikuti rang-
kaian proses usulan dari tingkat RT, Desa
sampai Kecamatan. Baiknya partisipasi akan
mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan pe-
rencanaan pembangunan, yang berarti pe-
ningkatan kualitas kehidupan sosial ekono-
mi, politik, lingkungan masyarakat yang sa-
lah satunya tercermin dari peningkatan pen-
dapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran DPRD Kabupaten Bengkalis dalam
memperjuang aspirasi masyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah menjaring
aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) yang dilaksanakan setiap ta-
hun dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan
sampai ke tingkat kabupaten. Selain melalui
forum Musrenbang, penjaringan aspirasi ma-
syarakat dapat juga dilakukan dengan masa
reses yang dilaksanakan tiga kali dalam satu
tahun. Masa reses merupakan masa dimana
para anggota dewan bekerja di luar masa
sidang, menjumpai konstituen di daerah
pemilihannya (dapil) masing-masing.
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Berdasarkan wawancara dengan in-
forman diketahui ada rasa ekspektasi yang
besar masyarakat terhadap peran DPRD da-
lam memperjuangkan aspirasi mereka. Mere-
ka menilai sebagai wakil rakyat, seharusnya
mampu memperjuangkan aspirasi masyara-
kat sekuat tenaga baik melalui forum resmi
musrenbang kecamatan maupun musrenbang
kabupaten.

PEMBAHASAN

Musrenbang Kecamatan Bengkalis
merupakan forum antar pemangku pemang-
ku kepentingan untuk membahas dan menye-
pakati program dan kegiatan prioritas yang
tercantum dalam daftar usulan rencana ke-
giatan pembangunan desa yang dihasilkan
dari musrenbang desa. Musrenbang kecama-
tan Bengkalis ini dikoordinasikan oleh Bap-
peda Kabupaten Bengkalis dan dilaksanakan
dan bertanggungjawab adalah Camat Beng-
kalis.

Adapun tujuan dilaksanakan penye-
lenggaraan musrenbang Kecamatan Beng-
kalis adalah :

1. Membahas usulan rencana kegiatan
pembangunan desa/kelurahan yang men-
jadi kegiatan prioritas pembangunan di
Kecamatan Bengkalis.

2. Merumuskan dan menyepakati program
dan kegiatan pembangunan di wilayah
Kecamatan Bengkalis yang akan di mus-
yawarahkan pada Musrenbang Kabu-
paten.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan seba-

gai bahan masukan dalam dalam menyusun

rancangan rencana kerja (Renja) OPD yang
akan dipadukan serasikan dengan usulan

OPD itu sendiri maupun pokok-pokok piki-

ran DPRD daerah pemilihan Kecamatan

Bengkalis.

Proses perencanaan pembangunan di
Kecamatan Bengkalis dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat
dapat ketahui dari: (1) Semua tahapan pro-
ses perencanaan dikuti dengan baik dan tepat
waktu; (2) Proses perencanaan pembangu-
nan melibatkan unsur masyarakat secara ke-
seluruhan; (3) Dalam mengambil keputusan
melibatkan peserta musrenbang, dengan ber-
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koordinasi dengan pihak kecamatan berda-
sarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa
yang sudah masuk ke kecamatan.

SIMPULAN

Proses perencanaan di Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilak-
sanakan sesuai dengan tahapan dan aturan
yang berlaku, dimulai inventarisasi masalah
ditingkat RT, Musrenbang Tingkat Desa
sampai Musrenbang Tingkat Kecamatan.
Pada Musrenbang Tingkat Desa, masyarakat
melalui Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat
diundang dan dilibatkan dalam pembahasan
usulan kegiatan dan secara bersama-sama
melalui musyawarah dan mufakat menetap-
kan menjadi kegiatan prioritas desa untuk di
bahas di tingkat Musrenbang Kecamatan.
Perencanaan pembangunan yang dimulai da-
ri desa dan kecamatan belum mengacu pada
dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra
Perangkat daerah sehingga belum sinergi de-
ngan program prioritas pembangunan Kabu-
paten Bengkalis. Masyarakat merasa usulan
mereka belum optimal diakomodir oleh Pe-
merintah Kabupaten Bengkalis walaupun ke-
giatan tersebut sudah dibahas melalui mus-
renbang desa dan kecamatan. Pelibatan ma-
syarakat dalam proses perencanaan pemba-
ngunan di Kecamatan Bengkalis sangat baik
dan perlu dipertahankan. Hal ini ditandai de-
ngan aktifnya masyarakat mengikuti forum
pembangunan tingkat RT, Desa dan Keca-
matan. Baiknya partisipasi masyarakat akan
mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan pe-
rencanaan pembangunan. Masyarakat meni-
lai peran DPRD Dapil Kecamatan Bengkalis
dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat
belum maksimal. Hal ini disebabkan kapa-
sitas anggota DPRD dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat juga terbatas.
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